
SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/  KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

KET.

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**

Meningkatnya realisasi investasi di 

sektor industri

Persentase Realisasi Investasi Sektor 

Industri  (%)

Persentase Realisasi Investasi Sektor 

Industri dan Kawasan Industri

Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM)

Berkembangnya Industri Kecil dan 

Menengah (IKM)

Jumlah Industri Kecil dan Menengah 

(IKM)

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya Rencana Pembangunan 

Industri

Jumlah Dokumen Rencana 

Pembangunan Industri

Penyusunan Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan, Pengembangan, 

Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan, Pengembangan, 

Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 

Pengembangan, Penyebaran dan 

Perwilayahan Industri

Terselenggaranya Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sumber 

Daya Industri

Terselenggaranya Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri

Terselenggaranya Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 

dan Peran Serta Masyarakat

Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Industri

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Industri

Tersusunnya rekomendasi kebutuhan 

pengembangan infrastruktur dalam 

rangka percepatan penyebaran dan 

perwilayahan industri

Jumlah rekomendasi kebutuhan 

pengembangan infrastruktur dalam 

rangka percepatan penyebaran dan 

perwilayahan industri

Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur 

dalam rangka Percepatan Penyebaran 

dan Perwilayahan Industri

Terlaksananya pengawasan Jaminan 

Produk Halal (JPH) di level 

Kabupaten/Kota

Jumlah objek pengawasan jaminan 

produk halal yang dapat diawasi - 

Jumlah program pengawasan Jaminan 

produk halal yang dapat 

diimplementasikan

Pelaksanaan pengawasan Jaminan 

Produk Halal (JPH) di level 

Kabupaten/Kota

Tersedianya data dan informasi dalam 

rangka evaluasi percepatan 

penyebaran dan perwilayahan industri

Data dan informasi dalam rangka 

evaluasi percepatan penyabaran dan 

perwilayahan industri

Penyediaan Data dan Informasi dalam 

rangka Evaluasi Percepatan 

Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Tersusunnya rekomendasi kebijakan 

daerah dalam rangka percepatan 

penyebaran dan perwilayahan industri

Jumlah rekomendasi kebijakan daerah 

dalam rangka percepatan penyebaran 

dan perwilayahan industri

Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam 

rangka Percepatan Penyebaran dan 

Perwilayahan Industri

Meningkatnya kualitas perizinan 

berusaha sektor perindustrian

Persentase  Perusahaan Industri dan 

Kawasan Industri yang telah 

menindaklanjuti hasil rekomendasi 

pengawasan 

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 

USAHA INDUSTRI

Meningkatnya kualitas layanan 

perizinan Usaha Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 

Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Jumlah rekomendasi izin Usaha 

Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha 

Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan 

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) yang 

diterbitkan

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), 

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan 

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan terhadap 

Perizinan Berusaha sektor 

perindustrian dengan skala usaha 

Industri Kecil dan Industri Menengah 

yang berlokasi di satu Kab./Kota 

sepanjang merupakan Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan selain bidang 

usaha tertentu yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan terhadap 

Perizinan Berusaha industri dengan 

skala usaha Industri Kecil dan Industri 

Menengah yang berlokasi di satu 

Kab./Kota sepanjang merupakan 

Penanaman Modal Dalam Negeri dan 

selain bidang usaha tertentu yang 

menjadi kewenangan pemerintah 

pusat

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan terhadap Perizinan 

Berusaha sektor perindustrian yang 

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha 

sektor perindustrian dalam rangka 

penerbitan perizinan berusaha berbasis 

risiko untuk bidang usaha sektor 

perindustrian dengan tingkat risiko 

usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, 

melalui SIINas yang terintegrasi dengan 

Sistem OSS RBA, bagi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 

skala usaha Industri Kecil dan Industri 

Menengah, selain bidang usaha 

tertentu yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi 

pemenuhan persyaratan/standar 

kegiatan usaha sektor perindustrian 

dalam rangka penerbitan perizinan 

berusaha berbasis risiko untuk bidang 

usaha sektor perindustrian dengan 

tingkat risiko usaha Menengah-TInggi 

dan Tinggi, melalui SIINas yang 

terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, 

bagi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dengan skala usaha Industri 

Kecil dan Industri Menengah, selain 

bidang usaha tertentu yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat

Fasilitasi verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha 

sektor perindustrian dalam rangka 

penerbitan perizinan berusaha berbasis 

risiko melalui Sistem Informasi Industri 

Nasional (SIINas) yang terintegrasi 

dengan Sistem Online Single 

Submission Risk Base Approach (OSS 

RBA)

Meningkatnya ketersediaan data dan 

informasi IKM

Meningkatnya pemanfaatan informasi 

industri

Tingkat ketersediaan Informasi 

Industri Secara Lengkap, Akurat, dan 

Terkini

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Meningkatnya ketersediaan data dan 

informasi IKM

Jumlah IKM yang melaporkan data 

dalam Sistem Informasi (Siinas)

Penyediaan Informasi Industri untuk 

Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 

dan IPKI Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1.Tersedianya Data Industri dan data 

Kawasan Industri di Lingkup Kabupaten 

/ Kota melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas)              

2.Tersedianya Data Industri yang 

Akurat, Mutakhir, dan Terintegrasi 

melalui SIINas

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 

Data Industri, Data Kawasan Industri 

serta Data Lain Lingkup 

Kabupaten/Kota Melalui Sistem 

Informasi Industri Nasional (SIINas)

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan 

dan Analisis Data Industri, Data 

Kawasan Industri serta Data Lain 

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui 

Sistem Informasi Industri Nasional 

(SIINas)

Meningkatnya pertumbuhan IKM di 

sektor industri 
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Terdiseminasi dan Terpublikasikannya 

Data Informasi dan Analisis Industri 

Kabupaten/Kota Melalui SIINAS

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan 

Publikasi Data Informasi dan Analisis 

Industri Kabupaten/Kota Melalui 

SIINas

Diseminasi, Publikasi Data Informasi 

dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 

Melalui SIINas

Terpantau dan Dievaluasinya 

Kepatuhan Perusahaan Industri dan 

Perusahaan Kawasan Industri Lingkup 

Kabupaten/Kota dalam Penyampaian 

Data ke SIINas

Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan 

dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan 

Industri dan Perusahaan Kawasan 

Industri Lingkup Kabupaten/Kota 

dalam Penyampaian Data ke SIINas

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan 

Perusahaan Industri dan Perusahaan 

Kawasan Industri Lingkup 

Kabupaten/Kota dalam Penyampaian 

Data ke SIINas
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa 

terhadap PDRB (%)

Kontribusi sektor perdagangan besar 

dan eceran Terhadap PDRB (%)

Meningkatnya kinerja sektor 

perdagangan dalam mendukung 

rantai pasar

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran (%)

Meningkatnya kemudahan proses 

perizinan dan pendaftaran berusaha

Persentase pelaku usaha yang 

memperoleh rekomendasi izin sesuai 

dengan ketentuan. 

PROGRAM PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Meningkatnya kualitas pelayanan 

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 

Usaha Toko Swalayan

Jumlah pelaku usaha yang 

memperoleh rekomendasi izin sesuai 

dengan ketentuan. 

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 

Usaha Toko Swalayan

Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan 

Komitmen Perolehan Perizinan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan 

Komitmen Perolehan Perizinan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, 

Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

Tersedianya laporan hasil pembinaan 

dan pemantauan kepemilikan Nomor 

Induk Berusaha (NIB) untuk 

distributor, agen, grosir/perkulakan 

dan toko swalayan melalui SIstem 

Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Elektronik

Jumlah laporan hasil pembinaan dan 

pemantauan kepemilikan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, 

grosir/perkulakan dan toko swalayan 

melalui SIstem Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Elektronik

Fasilitasi pembinaan dan pemantauan 

kepemilikan Nomor Induk Berusaha 

(NIB) untuk distributor, agen, 

grosir/perkulakan dan toko swalayan 

melalui SIstem Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Elektronik

Meningkatnya kualitas layanan 

penerbitan rekomendasi TDG

Persentase penerbitan rekomendasi 

TDG

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Tersedianya Dokumen Tanda Daftar 

Gudang

Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar 

Gudang

Meningkatnya kualitas Penerbitan 

rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk Penerima 

Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

 Persentase penerbitan rekomendasi 

STPW dalam negeri  yang tepat waktu

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk Penerima 

Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Dalam Negeri 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Perizinan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Dalam Negeri 

Terintegrasi Secara Elektronik

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda 

Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Dalam Negeri 

Terintegrasi Secara Elektronik

Verifikasi Persyaratan sebagai Proses 

Pemenuhan Komitmen Perolehan 

Surat Tanda Pendaftaran dan/atau 

Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam 

Negeri

Jumlah Dokumen yang Diverifikasi 

sebagai Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Dalam Negeri

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Dalam Negeri

Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat 

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 

untuk penerima waralaba dalam negeri 

dan penerima waralaba lanjutan dalam 

negeri yang terintegrasi secara 

elektronik

Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk 

penerima waralaba dalam negeri dan 

penerima waralaba lanjutan dalam 

negeri yang terintegrasi secara 

elektronik

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk 

penerima waralaba dalam negeri dan 

penerima waralaba lanjutan dalam 

negeri yang terintegrasi secara 

elektronik
Verifikasi persyaratan sebagai Proses 

Pemenuhan Komitmen Perolehan 

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 

(STPW) penerima waralaba Dalam 

Negeri dan penerima waralaba 

lanjutan dalam negeri melalui sistem 

yang terintegrasi secara elektronik

Jumlah dokumen yang di verifikasi 

sebagai Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) penerima waralaba 

Dalam Negeri dan penerima waralaba 

lanjutan dalam negeri melalui sistem 

yang terintegrasi secara elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) penerima waralaba 

Dalam Negeri dan penerima waralaba 

lanjutan dalam negeri melalui sistem 

yang terintegrasi secara elektronik

Meningkatnya kualitas Penerbitan 

rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk Penerima 

Waralaba dari Waralaba Luar Negeri

Persentase penerbitan rekomendasi 

STPW luar negeri  yang tepat waktu

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk Penerima 

Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar 

Negeri

Terlaksananya Sistem Pelayanan 

Perizinan Lanjutan Surat Tanda 

Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara 

Elektronik Luar Negeri

Jumlah Data dan Informasi Sistem 

Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara 

Elektronik Luar Negeri

Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan 

Surat Tanda Pendaftaran dan/atau 

Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi 

Secara Elektronik Luar Negeri

Verifikasi Persyaratan sebagai Proses 

Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda 

Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Luar Negeri

Jumlah Dokumen yang Diverifikasi 

sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Luar Negeri

Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Luar Negeri

Verifikasi persyaratan sebagai Proses 

Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk penerima 

waralaba lanjutan luar negeri yang 

terintegrasi secara elektronik

Jumlah dokumen yang di verifikasi 

sebagai Pemenuhan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk 

penerima waralaba lanjutan luar negeri 

yang terintegrasi secara elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk 

penerima waralaba lanjutan luar negeri 

yang terintegrasi secara elektronik

Terlaksananya Sistem Pelayanan 

Perizinan Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW) untuk penerima 

waralaba lanjutan luar negeri yang 

terintegrasi secara elektronik

Jumlah data dan Informasi Sistem 

Pelayanan Perizinan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk 

penerima waralaba lanjutan luar negeri 

yang terintegrasi secara elektronik

Sistem Pelayanan Perizinan Surat 

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 

untuk penerima waralaba lanjutan luar 

negeri yang terintegrasi secara 

elektronik

Meningkatnya kualitas Penerbitan 

rekomendasi Surat Izin Usaha 

Perdagangan Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung Minum di Tempat

Persentase  Penerbitan rekomendasi 

Surat Izin Usaha Perdagangan 

Minuman Beralkohol Golongan B dan C 

untuk Pengecer dan Penjual Langsung 

Minum di Tempat

Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung Minum di Tempat

Meningkatnya kualitas sarana 

perdagangan dan distribusi barang 

yang efisien, merata dan terintegrasi

Persentase Sarana Perdagangan yang 

Ditingkatkan Kualitasnya

PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Persentase Sarana Distribusi 

Perdagangan berfungsi dengan baik.

Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Tersedianya Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan



Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Terselenggarannya kegiatan fasilitasi 

Sistem Resi Gudang

Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi 

Gudang

Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem 

Rersi Gudang di wilayah 

kabupaten/kota

Tersedianya informasi terkait lembaga 

dan komoditas potensial Sistem Resi 

Gudang

Jumlah laporan identifikasi lembaga 

dan komoditas potensial Sistem Resi 

Gudang

Identifikasi terhadap lembaga dan 

komoditas potensial Sistem Resi 

Gudang di wilayah kabupaten/kota

Meningkatnya Pembinaan Terhadap 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan Masyarakat di Wilayah 

Kerjanya

Persentase SDM Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan yang 

mendapatkan pembinaan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan Masyarakat di 

Wilayah Kerjanya

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengendalian kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengendalian kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Pembinaan dan Pengendalian 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengendalian kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengendalian kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Disparitas Harga (%) **

Persentase kinerja realisasi pupuk

Meningkatnya Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Persentase Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting yang dijamin 

ketersediaannya

Menjamin Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Tersedianya Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting di Tingkat Agen 

dan Pasar Rakyat

Tersedianya Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar 

Rakyat

Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar 

Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Aksesibilitas Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Tersedianya Laporan Pengendalian 

Stok atau Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah Laporan Pengendalian Stok 

atau Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Agen dan Pasar Rakyat

Pengendalian Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Meningkatnya Pengendalian Harga, 

dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota

Persentase Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting yang diawasi

Pengendalian Harga, dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Tersedianya Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada Pelaku 

Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan Harga 

dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Tersedianya Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada Pasar 

Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem 

Informasi Perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan Harga 

dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 

Terintegrasi dalam Sistem Informasi 

Perdagangan

Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi 

dalam Sistem Informasi Perdagangan

Tersedianya Laporan Pelaksanaan 

Operasi Pasar Reguler dan Pasar 

Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi 

Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang 

Berdampak dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 

Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi

Persentase pupuk bersubsidi yang 

diawasi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas 

Dokumen Perizinan

Jumlah Dokumen Kelengkapan 

Legalitas Dokumen Perizinan

Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas 

Dokumen Perizinan

Tersedianya Laporan Pengawasan 

Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi

Jumlah Laporan Pengawasan 

Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi

Tersedianya Laporan Pengawasan 

Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 

dan Pestisida Bersubsidi dengan 

Realisasi Minimal 90%

Jumlah Laporan Pengawasan 

Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 

dan Pestisida Bersubsidi dengan 

Realisasi Minimal 90%

Pengawasan Penyaluran dan 

Penggunaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi

Meningkatnya ekspor barang Nilai Ekspor Barang PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Meningkatnya cakupan 

Penyelenggaraan Promosi Dagang 

Melalui Pameran Dagang dan Misi 

Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Jumlah Pelaku usaha yang melakukan 

ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang 

Melalui Pameran Dagang dan Misi 

Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 

yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang 

Berorientasi Ekspor pada Pameran 

Dagang Nasional

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 

dalam Pameran Dagang

Pameran Dagang Nasional

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang 

Berorientasi Ekspor pada Pameran 

Dagang Lokal

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 

dalam Pameran Dagang Lokal

Pameran Dagang Lokal

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang 

Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan 

Misi Dagang

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 

dalam Misi Dagang Produk Ekspor 

Unggulan

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan

Meningkatnya Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor 

Daerah yang Disusun Menjadi Materi 

Promosi

Peningkatan Citra Produk Ekspor

Meningkatnya tertib niaga dan mutu 

produk

Persentase alat ukur takaran 

timbangan dan perlengkapannya 

(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Meningkatnya pengawasan Metrologi 

Legal Berupa Tera dan Tera Ulang

Jumlah UTTP bertanda tera sah yang 

berlaku

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, 

Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat 

Perlengkapan Terhadap Ketentuan 

yang Berlaku

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 

Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 

Ulang

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang

Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal 

yang Dibina

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 

Metrologi Legal yang Dibina

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal

Terlaksananya Penyidikan Metrologi 

Legal

Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi 

Legal

Penyidikan Metrologi Legal

Meningkatnya penggunaan dan 

pemasaran produk dalam negeri

Persentase IKM yang menjalin 

kemitraan dengan retail, 

marketplace, perhotelan dan jasa 

akomodasi

PROGRAM PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN PRODUK DALAM 

NEGERI

Meningkatnya cakupan Promosi, 

Pemasaran dan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Promosi Produk Lokal yang 

Difasilitasi/Dilaksanakan

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri

Meningkatnya kelancaran distribusi 

dan stabilitas harga barang kebutuhan 

PROGRAM STABILISASI HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 



Terlaksananya Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Peningkatan 

Penggunaan dan Pemanfaatan 

Sandang Produksi Dalam Negeri

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Peningkatan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam 

Negeri

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Peningkatan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam 

Negeri

Terlaksananya Promosi Penggunaan 

Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang memperoleh 

fasilitasi Promosi Penggunaan Produk 

Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Promosi Penggunaan 

Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Akses Pemasaran 

Produk Dalam Negeri Terutama Produk 

yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui 

Kemitraan dengan Retail, Marketplace, 

Perhotelan dan Jasa Akomodasi

Jumlah UMKM yang memperoleh 

fasilitasi pemasaran produk dalam 

negeri melalui kemitraan dengan retail, 

marketplace, perhotelan dan jasa 

akomodasi

Pemasaran dan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri di 

Tingkat Kabupaten/Kota

Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

pelayanan perangkat daerah

Nilai SAKIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Jumlah dokumen rencana,anggaran 

dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terselenggaranya Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah

Terlaksananya Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 

yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah

Terlaksananya Forum Perangkat 

Daerah Berdasarkan Bidang Urusan 

yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum 

Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang 

Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan 

Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan Renja PD yang 

disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

dan Laporan Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah

Tersedianya Rencana Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Perencanaan Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Tersedianya Laporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Pelaporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Tersedianya Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya

Terlaksananya Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang- 

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tersedianya Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 

Disediakan

Penyediaan Bahan/Material

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD



Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tersedianya Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel

Tersedianya Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya
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